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ABSTRAK

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PEMBENTUKAN
PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

PERIODE 2010-2014

Oleh

Risa Liwana

Desentralisasi fiscal dan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu topik yang
masih di bicarakan di perdebatkan oleh pakar ekonomi. Karena desentralisasi
fiskal di pandang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mengunakan
variabel pengeluaran dan penerimaan dari APBD provinsi Lampung sebagai
indikator desentralisasi fiskal.

Peneliti ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB(Produk domestic
Regional Bruto) yang merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat
pertumbuhan ekonomi.dengan mengunakan PDRB sebagai Variabel terikat dan
derajat desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal sebagai variabel bebas.

Hasil perhitungan ini mengunakan eviews 7 dengan mengunakan data panel dan
metode estimasi last square dummy variabel ( LSDV) atau model estimasi fixed
effect (FEM).

Kata kunci :  desentralisasi fiskal, APBD, PDRB,  Belanja Modal, last square
dummy variabel ( LSDV) dan  model estimasi fixed effect (FEM),
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THE INFLUENCE ON THE FORMATION OF FISCAL 

DECENTRALIZATION OF THE GDP / MUNICIPAL IN THE PROVINCE 

OF LAMPUNG 

PERIOD 2010-2014 
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Risa Liwana 

 

Fiscal decentralization and economic growth is a topic which still speaks debated 

by economists. Due to fiscal decentralization in view to boost economic growth. 

By using variable expenditures and receipts of Lampung provincial budget as an 

indicator of fiscal decentralization. 

 

This researchers aimed to see how big the effect of fiscal decentralization on 

economic growth through the indicator GRDP (Gross Regional Domestic 

Product) which is one of the benchmarks to see growth economic. With using the 

GDP as the dependent variable and d degrees of fiscal decentralization and Capex 

as independent variables , 

 

 

The results of these calculations using eviews 7 by using panel data and 

estimation methods last square dummy variable (lSDV) or fixed effect estimation 

model (FEM). 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Mankiw (2003) salah satu intrumen yang digunakan pemerintah dalam

mengerakkan perekonomian adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai

peran penting yang berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas

basis kegiatan ekonomi, menstabilkan harga, mengendalikan inflasi, bahkan dapat

digunakan secara khusus untuk memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat

pengangguran.

Sedangkan pembangunan ekonomi yang tersentralistik selama pemerintahan orde baru

yang lebih terfokus kepada pertumbuhan ternyata tidak membuat daerah tanah air

berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan pembangunan terkonsentrasi di pulau

Jawa konsentrasi ini menyebabkan ketimpangan atara daerah satu dengan daerah yang

lainnya semakin besar terutama atara daerah di pulau Jawa dengan daerah di luar pulau

Jawa.

Masalah ketimpangan ekonomi regional di Indonesia di antaranya disebabkan oleh

penguasaan sumber pendapatan daerah oleh pemerintah pusat seperti yang tercantum

dalam Undang-Undang no 5 tahun 1974. Akibatnya selama itu daerah-daerah tidak

dapat memanfaatkan potensinya yang ada dengan maksimal. Bedasarkan atas

pemikiran tersebut , maka di tenerapan nya desentralisasi fiskal di Indonesia sejak
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tanggal 1 Januari 2001. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki

wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri

dalam menetapkan prioritas pembangunan. Penerapan desentralisasi fiskal tersebut

pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk

mensejahterakan masyarakat. Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut

memunculkan permasalahan yaitu pencapaian dari kedua tujuan itu tidak selalu berjalan

beriringan.

Untuk mengatasi permasalahan itu maka terbitnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai desakan

reformasi dan akibat pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik nasional

maupun internasional. Undang-Undang otonomi daerah itu disempurnakan menjadi UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU

itu mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (power

sharing) dan sekaligus disertai dengan perimbangan keuangannya (financial sharing).

Suparmoko (1992) mengemukakan  beberapa alasan tingginya derajat sentralisasi

keuangan di negara sedang berkembang antara lain yaitu lemahnya kemampuan

administrasi di tingkat pemerintah daerah, besarnya perbedaan situasi dan kondisi antar

berbagai daerah, perlunya kekuasaan pusat yang kuat untuk mengurangi adanya

gerakan-gerakan separatis, perlunya perencanaan nasional yang menyeluruh baik di

bidang pembangunan sosial maupun ekonomi termasuk penyediaan prasarana

komunikasi transportasi, irigasi yang semuanya sangat vital bagi perkembangan

ekonomi suatu negara.
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Pemerintah daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan

sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih

mengetahui keadaannya. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan

lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi

efisensi alokasi. Selain itu, desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan

efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika perekonomian.

Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu

pertumbuhan ekonomi dari pada kebijakan pemerintah pusat.

Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan kewenagan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah adalah ketergantungan kewenangan Pemerintahan daerah

yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Menurut Suparmoko (2002)

Ketergantungan ini jelas terlihat dari aspek keuangan. Pemerintah daerah kehilangan

keleluasaan bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan penting, dan

adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemerintah daerah.

Sehubungan dengan masalah ketergantungan fiskal Pemda yang tinggi. Sejalan dengan

pemikiran di atas pemerintah menyadari bahwa pembangunan daerah merupakan salah

satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang melakukan kebijakan

desentralisasi fiskal.  Kebijakan ini telah diterapkan oleh pemerintah pada

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini Provinsi memiliki 13

kabupaten  dan 2 kota yaitu :

1. Kabupaten Lampung Barat

2. Kabupaten Lampung Selatan
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3. Kabupaten Lampung Tengah

4. Kabupaten Lampung Utara

5. Kabupaten Lampung Timur

6. Kabupaten Tanggamus

7. Kabupaten Tulang Bawang

8. Kabupaten Way Kanan

9. Kabupaten Peringsewu

10. Kabupaten Pesawaran

11. Kabupaten Mesuji

12. Kabupaten Tulang Bawang Barat

13. Kabupaten Pesisir Barat

Sedangkan  kota terdiri dari:

1. Kota Bandarlampung

2. Kota Metro.

Sejalan dengan diterapkannya desentralisasi fiskal yang sudah dilaksanakan di

kabupaten/kota di Provinsi Lampung, faktor desentralisasi Fiskal merupakan hal

yang penting, karena  hampir  tidak  ada  kegiatan  pemerintahan  yang  tidak

membutuhkan biaya.  Semakin  besar dana yang  tersedia  semakin  banyak pula

kemungkinan  kegiatan  atau  pekerjaan  yang  dapat  dilaksanakan.  Pada

kenyataannya  permasalahan  yang  dihadapi  daerah  sekarang  adalah kondisi

ekonomi  yang  berbeda  antar  daerah.  Daerah  yang  kurang  potensi ekonominya

akan  menghadapi  kesulitan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).

Perbedaan  ini akhirnya  menimbulkan  harapan  yang  besar  terhadap  subsidi  dari

pemerintah  pusat  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan  di  daerah. Untuk
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mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat

dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan data pada Tabel 1  terlihat bahwa Pendapatan Asli Derah (PAD) yang

paling tinggi adalah kota Bandar Lampung yaitu sebesar  Rp. 438. 997 yang sebagian

besar pendapatannya diperoleh  dari sektor  Pajak Daerah  sebesar Rp. 287.519,

sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah adalah pada kabupaten  Pesisir

Barat.

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2014 (jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota Pajak
Daerah

Retribu
si
Daerah

Kekayaan
Daerah

Lain-Lain PAD
Yang Sah

Total
PAD

Lampung Barat 3.938 5.176 2.852 13.804 25.769
Lampung Selatan 38.231 19.381 6.500 32.559 96.670
Lampung Tengah 35.649 41.111 6.986 26.191 109.937
Lampung Utara 12.610 3.536 4.870 3.789 24.804
Lampung Timur 22.048 5.149 2.800 20.470 50.466
Tanggamus 12.993 6.326 5.100 10.581 35.000
Tulang Bawang 9.091 29.267 3.500 3.575 45.433
Way Kanan 5.963 18.220 1.750 4.954 30.887
Bandar Lampung 287.519 80.649 8.950 61.878 438.997
Metro 11.365 4.124 2.885 41.850 60.224
Pesawaran 7.184 1.883 136 21.121 30.325
Pringsewu 10.345 3.028 - 22.320 35.693
Tulang Bawang Barat 10.000 5.663 1.114 250 2.973
Pesisir barat 2.562 1.407 920 - 235

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, 2014.

Dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan

Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode.. Pemerintah daerah

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk

menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah
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akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah

maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah

komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja

rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan

belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan

aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine dalam Darwanto

(2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk

program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya

mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik dengan itu persentase

belanja modal terhadap pengeluaran pemerintah pada kabupaten/kota provinsi

Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2010-2014
(jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Kab. Lampung Barat 119.976 144.137 169.620 233.165 156.799
Kab. Lampung Selatan 109.698 157.628 229.161 196.982 371.077
Kab. Lampung Tengah 39.902 204.756 245.907 303.289 412.738
Kab. Lampung Utara 97.436 164.149 184.975 233.809 236.971
Kab. Lampung Timur 83.782 109.183 180.633 226.641 216.717
Kab. Tanggamus 48.513 165.672 181.887 245.338 311.361
Kab. Tulang Bawang 85.762 159.444 170.311 144.980 193.569
Kab. Way Kanan 262.594 114.418 128.177 175.081 228.295
Kota Bandar Lampung 77.855 67.603 322.705 404.786 472.559
Kota Metro 52.714 91.977 93.536 109.401 135.919
Kab. Pesawaran 56.074 148.356 166.284 313.049 333.173
Kab. Pringsewu 52.464 107.598 175.287 175.433 169.680
Kab. Mesuji 62.232 134.205 144.806 153.294 69.629
Kab. Tulang Bawang Barat 9.360 167.652 169.730 179.700 185.748
Prov. Lampung 266.500 499.169 757.583 970.168 857.027

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, 2014.

Pada Tabel 2 pada tahun 2010 belanja modal terbesar pada tkabupaten Way Kanan

dan terjadi penurunan pada tahun 2011 begitu juga dengan kota Bandar Lampung
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terjadi penurunan pada tahun 2011 tetapi pada tahun 2014 belanja modal terbesar

terdapat pada kota Bandar Lampung,sedangkan yang terendah pada kabupaten Mesuji

pada tahun 2014.

Desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dengan melihat indikator pembentukan PDRB dan kesejahteraan masyarakat, karena

pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang

publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan

untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi. Selain

itu, desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi

dengan melihat indikator PDRB yang kemudian berkaitan dengan dinamika

pertumbuhan ekonomi.

Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pada

indicator PDRB yang berkaitan pada pertumbuhan ekonomi dari pada kebijakan

pemerintah pusat. Denganmelihat melalui  indicator  PDRB yang berkaitan denagn

Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan dan

kesejahteraan bila memenuhi setidak-tidaknya dua syarat, yaitu memperluas

kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas.Sementara itu pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada awal pelaksanaan otonomi daerah

menunjukkan perkembangan yang relatif meningkat dibandingkan daerah-daerah

sekitarnya di pulau Sumatera ,sehingga diperlukan suatu ukuran untuk mengukur

pengaruh desentralisasi fiskal tersebut terhadap pembentukan PDRB yang merupakan

salah satu indicator yang mengambarkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di

Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan

ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)

berdasarkan harga konstan.  Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Tahun 2010 – 2014
( Juta Rupiah)

KABUPATEN/KOTA 2010 2011 2012 2013 2014
Kab. Lampung Barat 1.509472 1.578014 1.682894 1.194321 2.392577
Kab. Lampung Selatan 4.350044 4.61255 4.906298 5.201169 5.966399
Kab. Lampung Tengah 5.883047 6.578165 7.006637 7.435788 8.067886
Kab. Lampung Utara 3.368213 3.577987 3.781781 3.997559 4.838838
Kab. Lampung Timur 4.328221 4.195197 4.811393 5.058414 5.862734
Kab. Tanggamus 2.345519 2.49393 2.667036 2.899977 3.754377
Kab. Tulang Bawang 2.261365 2.385679 2.548776 2.636819 3.583319
Kab. Way Kanan 1.409576 1.487011 1.570458 1.654983 2.62428
Kota Bandar Lampung 6.540521 6.967851 7.423309 7.905567 8.488274
Kota Metro 562509 598519 634245 674271 1.697353
Kab. Pesawaran 1.668928 1.77591 1.887427 1.994969 2.944405
Kab. Pringsewu 1.350744 1.446602 1.538923 1.631923 2.599355
Kab. Mesuji 1.250762 1.327385 1.405713 1.343705 2.361602
Kab. Tulang Bawang Barat 1.12731 1.199022 1.277649 1.48568 2.440472

provinsi lampung 38.37843 40.82941 43.50582 46.12335 44.56598
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan Tabel 3 menunjukan keadaan  PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung. Pada Tahun 2010, PDRB Provinsi Lampung terbesar yaitu pada kota Bandar

Lampung sebesar 6.540521 dan PDRB terendah terdapat  pada  kota Metro yang hanya

sebesar 562509. Selain itu juga Tabel.3 menunjukan tingkat perekonomian yang di lihat

dari PDRB yang paling tinggi pada tahun 2014 adalah kota Bandar Lampung

sedangkan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah terjadi pada kota Metro. Jadi

dapat di simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB tahun 2010 sampai

2015 kota Bandar lampung menjadi PDRB tertinggi dan terendah pada kota Metro.
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Dengan melihat keadaan ekonomi di Provinsi Lampung terutama di kabupaten/ kota,

maka kebijakan desentralisasi fiskal tersebut perlu ditinjau untuk mengetahui

keberhasilan dari kebijakan ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila

desentralisasi fiskal ini tidak memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam

hubungan keuangan pusat-daerah, nampaknya akan sulit untuk melakukan perbaikan

ketimpangan pembangunan antar daerah. Lebih ironis lagi, pangsa PDRB dari daerah-

daerah yang kaya sumber daya alam terhadap PDB akan mengalami kemerosotan.

Untuk itulah sangat penting untuk melakukan pengukuran sejauh mana pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi

Lampung dengan mempertimbangkan parameter-parameter keuangan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba menganalisis pengaruh kebijakan

desentralisasi fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun

daerah.  Diantara penelitian-penelitian tersebut misalnya penelitian yang pernah

dilakukan oleh Zilal pada tahun 2006 dengan mengadopsi penelitian Lin dan Liu

(2000), dengan menggunakan variabel pengeluaran daerah, dan penerimaan daerah

sebagai indicator desentralisasi fiscal, dummy variabel (kebijakan desentralisasi fiskal)

dan pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya menyimpulkan bahwa indikator pengeluaran

dan pendapatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang (signifikan untuk indikator pendapatan),  dan dummy

variabel juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang

berarti kebijaksanaan desentralisasi fiskal memiliki dampak negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi pada periode sesudahnya kebijakan dibandingkan dengan dua

tahun sesudah kebijakan dilakukan.
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Sedangkan penelitian berikutnya yang pernah dilakukan oleh Priyo (2003) dengan

menggunakan variabel derajat desentralisasi fiskal yang diukur dengan menggunakan

rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, pendapatan perkapita dan pertumbuhan

ekonomi menyimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah lebih peka terhadap kebutuhan dan kekuatan

ekonomi lokal. Namun demikian hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua daerah

benar-benar siap memasuki desentralisasi fiskal. Data awal menunjukkan ada 46%

daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya dibawah rata-

rata. Faktor inilah yang diindikasikan sebagai alasan terjadinya perbedaan pertumbuhan

ekonomi yang positif antar daerah setelah memasuki era desentralisasi fiskal.

Di sisi lain Philips dan woller (1997) dalam penelitiannya gagal mendapatkan hasil

yang diingginkan karena dalam analisa data semua variabel yang digunakan sebagai

proxy desentralisasi fiscal tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya

secara statistic desentralisasi fiscal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kondisi di atas, di mana fenomena desentraliasi fiskal terjadi begitu luas

dan di sisi lain kesejahteraan masyarakat lokal cenderung tidak mengalami perubahan

ke arah perbaikan dan berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumbya maka

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari indikator PDRB atas harga konstan di

Provinsi Lampung dengan menggunakan variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (yang

diukur dengan rasio PAD terhadap total Penerimaan Daerah), dan Rasio Belanja Modal

terhadap Pengeluaran Pemerintah dan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000,

periode waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2014.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dimana terjadinya gap dalam

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap pertumbuhan ekonomi. Masih banyak perdebatan dalam memberikan hasil

kesimpulan, hal ini menyisakan ruang yang cukup untuk menghadirkan penelitian

lanjutan. Tidak hanya itu pelaksanaan desentralisasi fiskal di provinsi Lampung

ternyata belum mampu membawa perubahan penting bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat lokal, tetapi baru sebatas mampu memunculkan pembentukan daerah

daerah baru. maka dalam era otomi daerah sekarang ini daerah di berikan kewenangan

yang lebih besar  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendri. Tujuannya

antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,

memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana yang bersumber dari

APBD dan menciptakan persaingan yang sehat antar daerah di harapkan lebih mampu

menggali sumber sumber keuangan khususnya  untuk memenuhi kebutuhan

pembiayaan dan pembangunan di daerahnya. Dalam memperlakukan otomi daerah

yang mutlak perlu di perhatikan yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan satu

gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang di laksanakan kususnya

di bidang ekonomi. Laju pembangunan ekonomi suatu Negara di tunjukan dengan

mengunakan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu

tolak ukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dan dari  penelitian yang pernah

dilakukan oleh Zilal pada tahun 2006 dengan mengadopsi penelitian Lin dan Liu

(2000), dengan menggunakan variabel pengeluaran daerah, dan penerimaan daerah

sebagai indicator desentralisasi fiscal, dummy variabel (kebijakan desentralisasi fiskal)
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dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, maka yang menjadi perumusan

masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) terhadap PDRB ?

2. Bagaimanakah pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah

dengan PDRB ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal derajat

desentralisasi fiskal, dan belanja modal terhadap pembentukan PDRB kabupaten/kota

di Provinsi Lampung periode 2010-2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Universitas

Lampung.

2. Sebagai bagian dari proses pembelajaran dan sarana untuk mendalami pengetahuan

mengenai tingkat perekonomian dan pengaruh variabel fiskal terhadap

Pertumbuhan Ekonomi.

3. Penelitian ini dapat menjadi sumber, memperluas informasi dan wawasan serta

dapat menjadi saran untuk pemerintah sehingga dapat menjadikan penelitian ini

sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan saran dalam menindak

lanjuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

4. Sebagai bahan referensi dalam mengembangkan dan melakukan penelitian

selanjutnya dengan obyek yang sama.
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E. Kerangka Pemikiran

Menurut Halim (2001) Otonomi daerah merupakan sarana meningkatkan pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dalam hal ini pertumbuhan ekonomi,

untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas,nyata, dan bertanggung jawab

diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan daerah sendiri

yaitu salah satunya dengan memperhatikan pos penerimaan dan pengeluaran pada

APBD.

Melalui Desentralisasi Fiskal atau Keuangan Daerah yang dicerminkan Indikator

Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah diduga berpengaruh positif terhadap

pembentuan PDRB . Hal itu berarti variable Pembentukan PDRB sebagai variabel

terikat dipengaruhi oleh variabel yang merupakan indikator dari Desentralisasi fiskal.

Derajat Desentralisasi Fiskal atau yang biasa disebut Kemampuan keuangan daerah yang

dicerminkan oleh perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total

Pendapatan Daerah (TPD) berpengaruh terhadap pembentukan PDRB daerah,dan Belanja

modal diarahkan untuk belanja produktif. Dengan demikian Belanja Modal produktif yang

dicerminkan dari Belanja Modal terhadap total belanja daerah berpengaruh terhadap

pembentukan pdrb Demikian pula pengeluaran pemerintah diduga berpengaruh terhadap

pembentukan pdrb , sehingga dalam hal ini variabel pengeluaran pemerintah yang dalam hal ini

adalah Belanja Modal.
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F. Hipotesis

1. Diduga Derajat Desentralisai Fiskal (DDF) berpengaruh positif terhap PDRB di

kabupaten/kota Provinsi Lampung.

2. Diduga Rasio belanja modal berpengaruh positif  terhap PDRB di kabupaten/kota

Provinsi Lampung

3. Diduga Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio belanja modal secara bersama-

sama berpengaruh positif  terhap PDRB di kabupaten/kota Provinsi Lampung.
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G. sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Hipotesis, kerangka

pemikiran, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka. Menguraikan mengenai landasan teori yang

digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari literatur dan sumber

lainnya, dan penelitian-penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian

ini dan sebagai referensi dan perbandingan.

BAB III Metodelogi Penelitian. Menguraikan  bagaimana penelitian ini

dilakukan yang terdiri dari definisi operasional variabel, jenis dan

sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, prosedur dan

metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Menguraikan mengenai pembahasan dari

deskripsi obyek penelitian dan hasil analisis data yang terdiri dari

pengujian data secara parsial dan bersama-sama.

BAB V Simpulan dan saran. Menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian

ini serta saran-saran bagi penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Produk Domestik Regional Bruto.

1. Pengertian PDRB

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan dari

suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan

perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang

bersifat kuantitatif (quntitative change) dan bisanya dihitung dengan

menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai

akhir pasar (total market value) dari barang akhir dan jasa (final goods and

service) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu

dan biasanya satu tahun.

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan

tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara

keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi,

investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto.
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2. Metode Perhitungan PDRB

2.1 Metode Langsung

1. Pendekatan Produksi

Dengan pendekatan Produksi (production approach) produk nasional

atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari

seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam

perekonomian.  Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi

ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau

kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat

dinyatakan sebagai berikut :

Y = Y PtQ1
t- 1

Dimana :

Y = produk nasional atau produk nasional bruto (GNP atau GDP)

P = harga barang unit ke-1 hingga unit ke-n

Q = jumlah barang jenis ke-1 hingga jenis ke-n

a. Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan pendapatan (income approach) adalah suatu pendekatan dimana

pendapatan nasional diperolah dengan cara menjumlahkan pendapatan dari

berbagi dari faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi.

Dalam hubungan ini pendapatan  nasional adalah penjumlahan dari unsur-

unsur atau jenis-jenis pendapatan.

1) Kompensasi untuk pekerja (compensation for employees), yang terdiri

dari upah (wages) dan gaji (salaries) ditambah faktor rent terhadap

upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana



18

pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen

terbesar dari pendapatan nasional.

2) Keuntungan perusahaan (corporate provit), yang merupakan

kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari

padanya digunakan untuk mambayar pajak keuntungan perusahaan

(corporate profity takes), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik

saham (stockholders) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung

perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.

3) Pendapatan usaha perorangan (proprictors income), yang merupakan

kompensasi atas penggunaan tenage kerja dan sumber-sumber dari self

employeed person, misalnya petani, self employeed profesional, dan

lain-lain.dengan perkataan lain proprictors income merupakan

pendapatan new korporasi.

4) Pendapatan sewa (rental income of person), yang merupakan

kompensasi untuk pemilik tanah, rental businees dan recidential

properties, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang

tidak terikat dalam bisnis real estate : pendapatan sewa dihitung

untukrumah-rumah yang non form yang dihuni oleh pemiliknya

sendiri; dan royalties yang diterima oleh orang dari hak paten, hak

cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.

5) Bunga netto (net interest) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan

dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga

netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh

pemerintah  dan  yang  dibayar oleh konsumen tidak termasuk
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didalamnya. Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan

pendekatan endapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

NI = Yw + Yi + Ynr + Ynd

Dimana:

Yw = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Yr = Pendapatan dari bunga

Ynr dan Ynd = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan  pendapatan

lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk

domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari

seluruh pemintaan akhir (final demand) atas out put yang dihasilkan dalam

perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain

produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan

nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi

dan  jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I),

engeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran

sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

2.2  Metode Tidak Langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan

nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat

regional sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat-
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kaitannya dengan  produktifitas kegiatan ekonomi tersebut melalui PDRB

menurut harga berlaku  dan  harga konstan. Pendapatan regional suatu provinsi

dapat diukur untuk  menghitung  kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.

Kenaikan ini dapat disebabkan  karena dua faktor yaitu:

a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli

penduduk (kenaikan rill).

b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan

pendapatan yang disebabkan kerena kenaikan harga pasar tidak menaikkan

daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan

pendapatan yang tidak riil. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas

untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnnya (riil) maka

faktor yang harus dieliminir pendapatan regional dengan faktor inflasi

(faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan

harga berlaku, sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak

lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga

konstan.

3. Teori-Teori PDRB

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefenisikan sebagai penjelasan mengenai

faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan out put perkaita dalam jangka

panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi

satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999).

 Teori Klasik

Ahli ekonomi klasik yakin  dengan adanya perekonomian persaingan yang

sempurna maka seluruh sumber ekonomi dapat dimanfaatkan dengan
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maksimal atau full employment. Para ahli ekonomi klasik menyatakan

bahwa full employment itu hanya bisa dapat dicapai apabila perekonomian

bebas dari campur tangan pemerintah dan sepenuhnya diserahkan kepada

mekanisme pasar. Semua kaum klasik memandang bahwa penumpukan

modal sebagai kunci kemajuan. Karena itu mereka menekanakan betapa

pentingnya tabungan dalam jumlah besar, selain itu mereka juga

berpendapat bahwa keuntungan  merangsang  investasi. Semakin besar

keuntungan merangsang  investasi, semakin besarkeuntungan dan akan

semakin besar pula akumulasi modal investasi.

 Teori Ricardian

David Ricardo mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan

ekonomi dalam bukunya The Principles Of Political Ekonomy And

Taxation. David mengungkapkan bahwa faktor yang penting dalam

pertumbuhan ekonomi adalah buruh, pemupukan modal, perdagangan luar

negeri.  Seperti ahli ekonomi modern, teori Ricardo menekankan

pentingnnya tabungan untuk pembentukan modal. Dibanding pajak David

Ricardo lebih menyetujui pemupukan modal melalui tabungan.Tabungan

dapat diperoleh dengan penghematan pengeluaran, memproduksi lebih

banyak, dan dengan meningkatkan tingkat keuntungan serta mengurangi

harga barang.

 Teori Harodd – Domar

Model pertumbuhan Harodd – Domar dibangun berdasarkan pengalaman

negara maju. Harodd – Domar memberikan peranan kunci kepada

investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, mengenai watak ganda
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yang dimiliki oleh investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan kedua ia

memperbesar kapasitas produksi pertanian dengan cara menaikkan stok

modal. Karena itu selama investasi netto tetap berjalan , pendapatan nyata

dan out put akan senantiasa tambah besar.

B. Desentralisasi Fiskal

1. Definisi Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU

Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001.

Dalam perjalanannya kedua Undang-Undang tersebut menimbulkan beberapa

permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh Pemerintah melalui revisi undang-

undang tersebut menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun

2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberlakukan pada

bulan Desember 2004 (RPJMN 2004-2009).

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan

wewenang Pemerintah, oleh Pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatan

Republik Indonesia. Menurut Ebel dan Yilmaz (2002) ada tiga bentuk/variasi

desentralisasi, dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan

keputusan yang dilakukan di daerah, yaitu:

1. Decontretation merupakan pelimpahan kewewenangan dari agen-agen

Pemeritah Pusat yang ada di ibukota negara, pada agen-agen di daerah.
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2. Delegation merupakan penunjukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung

jawab pada Pemerintah Pusat.

3. Devolution merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintah pusat

pada pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam

mengelolah penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Mengingat prinsip “money follow function” dalam pelaksanaan otonomi daerah,

maka maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi

yang ke-tiga (devolution). Slinko (2002) memepertegas pengertian desentralisasi

fiskal, yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya pemberian

otoritas bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran

daerahnya sendiri. Tujuan penerapan adalah untuk mendekatkan Pemerintah

dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat bekerja dengan lebih baik (efisien)

dalam kondisi tersebut (M. Ryaas Rasyid, 2005). Menurut Prawirosetoto (2002),

desenralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan untuk

pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax

assignment) maupun aspek pengeluaran (expanditure assignment). Desentralisasi

fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyedian

barang dan jasa publik (pubilc goods/public services). Ada dua keuntungan yang

dapat dicapai dari penerapan desentralisasi fiskal (Ebel dan Yilmaz, 2002), antara

lain:
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 Efisiensi dan Alokasi Sumber-Sumber Ekonomi

Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena Pemerintah Daerah

mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan

Pemerintah Pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh

karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan

kebutuhan/pilihan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila

dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

 Persaingan antar Pemerintah Daerah

Penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak daerah akan

mengakibatkan Pemerintah Daerah berkompetisi dalam menyediakan fasilitas

publik yang lebih baik. Karena dalam sistem desentralisasi fiskal, warga

negara menggunakan metode “vote by feet” dalam menentukan barang publik

di wilayah mana yang akan dimanfaatkan.

2. Indikator Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel

umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Ebel

dan Yilmaz (2002) menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk

mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan

pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (size variabels) yang

digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga size

variabels yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan

GDP. Lebih lanjut Ebel dan Yilmaz (2002) menyatakan bahwa baik penerimaan
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dan atau pengeluaran pemerintah bukanlah indikator yang sempurna untuk

mengukur desentralisasi fiskal.

.

Meskipun kedua variabel tersebut bukanlah indikator desenralisasi fiskal

yang sempurna, penelitian ini akan menggunakan share Penerimaan Asli Daerah

(PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) untuk mengukur kemandirian

fiskal daerah (derajat desentralisasi daerah). Pemilihan sisi penerimaaan sebagai

indikator untuk mengukur desentralisasi fiskal dikarenakan keterbatasan data yang

tersedia dari sisi pengeluaran.

a. Penerimaan Pemerintah Daerah

Dalam mengalokasikan pembelajaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait

dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan

besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang

digunakan untuk kebutuhan khusus). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka sumberpenerimaan

daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-

lain pendapatan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD mencerminkan local taxing power yang “cukup” sebagai necessary

condition bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Jadi keinginan daerah

untuk meningakatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah legal dengan

tetap memenuhi prinsip keuangan negara (perpajakan) agar pajak dan retribusi
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daerah tidak distortif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi (Robert A.

Simanjuntak, 2005). Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah dapat berupa hasil penjualan

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntunga

selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh

daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan aspek pendapatan yang

paling utama dalam PAD karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan Pemerintah Pusat di bidang

desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang

terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK).

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH), dibagi menjadi dua, yaitu:

 Dana Bagi Hasil Pajak

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal (11) disebutkan bahwa bagian daerah

dari bagi hasil pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan

(PPh) perorangan dalam negeri.
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 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, SDA yang dibagihasilkan adalah

minyak bumi, gas alam, panas bumi, pertambangan umum (seperti batu bara,

nikel, emas, dsb), hasil hutan dan hasil perikanan. Bagi hasil dilakukan antara

pusat dengan daerah dimana SDA itu berada. Jadi, jadi daerah yang tidak

memiliki SDA atau yang tidak berada dalam satu provinsi dengan daerah kaya,

pada dasarnya tidak akan memperoleh bagian (Robert A. Simanjuntak, 2005).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tujuan pengalokasian DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan

penyediaan pelayanan publik diantara Pemerintah Daerah di Indonesia. Secara

implisit, DAU bertujuan untuk menetralkan dampak peningkatan ketimpangan

antar daerah sebagai akibat bagi hasil pajak dan SDA yang tidak merata. DAU

untuk satu wilayah dialokasikan atas dasar celah fiskal (fiscal gap) dan alokasi

dasar (Robert A. Simanjuntak, 2005).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana perimbangan yang berasal dari APBN (Hanif

Nurcholis, 2005). Kriteria umum DAK adalah pembiayaan kebutuhan

yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan formula DAU, dan

kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional di daerah,

dimana sumbernya dinyatakan secara spesifik. DAK dilandasi oleh

pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan daerah bias dituangkan

dalam bentuk formula dan variablevariabelnya sebagaimana halnya DAU.
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3. Lain-Lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah danpendapatan dana

darurat (Hanif Nurcholis, 2005). Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar

negeri, dilakukan melalui Pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana

darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan

atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan

menggunakan sumber APBD.

b. Pengeluaran Pemerintah

Penerapan otonomi daerah pada tahun 2001 mengakibatkan pendelegasian

kewenangan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah yang awalnya adalah

manifestasi dari pemerintah pusat dan bertindak atas perintah dari pusat, dengan

diberlakukannya otonomi daerah berubah menjadi sebuah pemerintahan yang

memiliki kewenangan dan tanggung jawab otonom untuk mengatur wilayahnya

(berdasarkan kebutuhan wilayah), dalam koridor hukum yang telah ditentukan.

Sehingga dengan sistem otonomi daerah tiap wilayah Kabupaten dan kota dapat

menyediakan berbagai pelayanan publik yang beragam, sesuai dengan kebutuhan

daerahnya. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah haruslah berdasarkan

pada prinsip efisiensi, agar sistem otonomi ini dapat berjalan dengan optimal (M.

Suparmoko, 2001). Dalam UU No. 32 Tahun 2004, wewenang Pemerintah Pusat

meliputi enam bidang, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pengeluaran Pemerintah harus dilakukan

guna membiayai berbagai aktifitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Guritno Mangkoesoebroto (1997) ada 3 fungsi pemerintahan, yaitu :
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a. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah untuk mengusahakan agar alokasi

sumber-sumber ekonomi (barang publik, barang swasta, barang campuran)

dilaksanakan secara efisien;

b. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah untuk mewujudkan distribusi

pendapatan atau kekayaan yang merata;

c. Fungsi stabilitas, yaitu fungsi pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi

perekonomian, karena perekonomian yang diserahkan kepada pasar akan

rentan terhadap goncangan (inflasi dan deflasi).

Menurut M. Suparmoko (1994), pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi

dua berdasarkan tujuannya, yaitu: (1) Exhaustive, yaitu pengeluaran yang

bertujuan untuk mengalihkan sektor-sektor produksi dari sektor swasta ke sektor

Pemerintah (berupa pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat

langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain); (2) Transfer

payment, yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk memindahkan daya beli dari

unit ekonimi yang satu ke unit ekonomi yang lain, dan menyerahkan keputusan

penggunaan daya beli tersebut pada unit terakhir (dapat berupa pemindahan daya

beli pada individu untuk kepentingan sosial, pada perusahaan sebagai subsidi,

maupun pada pemerintah sebagai hibah/grants)

c. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah

Dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya yang

terkait dengan fungsi desentralisasi, Pemerintah Daerah memiliki kebijakan penuh

untuk menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali

transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus) yang dituangkan dalam
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Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD pada dasarnya

memuat rancangan keuangan yang diperoleh dan dipergunakan oleh Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum selama satu tahun anggaran.

C. Kemampuan Keuangan Daerah

Ada dua ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu: (1)

kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan

dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan

menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal

mungkin, sehingga dengan alasan itulah Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus

menjadi sumber keuangan terbesar dengan tetap didukung oleh kebijakan

perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Abdul Halim, 2001 dalam E.A.

Landiyanto, 2005). Bagaimana mengukur kemampuan keuangan daerah itu?.

Menurut Musgrave (1991) dalam EA. Landiyanto  ( 2005) menyatakan bahwa

kinerja keuangan daerah antara lain dapat diukur dengan menggunakan derajat

desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan formulasi-

formulasi sebagai berikut:

 x 100% (2.1)

 x 100% (2.2)

 x 100% (2.3)

Keterangan :
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PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total Penerimaan Daerah

BHPBP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Sum : Sumbangan dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan formulasi-formulasi kemampuan keuangan daerah tersebut secara

umum dapat diartikan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah

ada kecenderungan semakin tinggi kemampuan keuangan daerah untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan hal itu

menunjukkan kinerja keuangan daerah yang semakin positif.

Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan

TPD, menurut hasil penemuan Tim Fisipol UGM menggunakan sekala

intervalsebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel.4 komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil
penemuan Tim Fisipol UGM

PAD/TPD (%) Kemampuan Keungan Daerah

<10.00 Sangat Kurang

10.01-20.00 Kurang

20.01-30.00 Cukup

30.01-40.00 Sedang

40.01-50.00 Baik

>50.00 Sangat Baik
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D. Belanja Daerah

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun

bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh

pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah

adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31

ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka

mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau

kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah

dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja

tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung

merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan.
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E. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki

wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara

mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya

otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai

dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi

masing-masing sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.

Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh  Sasana (2010) menunjukan bahwa

hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi secara statistik tidak signifikan. Hal ini

menunjukkan bahwa, dengan desentralisasi fiskal (yang ditunjukkan oleh semakin

besarnya rasio realisasi pengeluaran total daerah terhadap total pengeluaran

pemerintah pusat) maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah..

Sementara itu perhatian para ahli ekonomi terhadap kajian empiris desentralisasi

fiskal dan pertumbuhan ekonomi telah dimulai dengan tulisantulisan para ahli

terdahulu seperti Tiebout (1956), Musgrave (1959), dan Oates (1972) sampai

akhir tahun 1970-an. Namun perhatian para ahli ekonomi yang benar-benar

mengkaji keterkaitan langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan

ekonomi baru dilakukan sejak akhir tahun 1990-an, yaitu dimulai dari karya Oates

(1995) dan Davoodi serta Zou (1998).
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Fritz dan Markus menulis bahwa sebagian besar para ahli menjelaskan keterkaitan

antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi itu merujuk dari model

pertumbuhan Barro (1990), dimana fungsi produksi memiliki multi input yang

terdiri dari unsur belanja publik/ pemerintah maupun belanja dari pihak swasta.

Mereka bagi input belanja publik/ pemerintah ke dalam tiga tingkatan

pemerintahan dan dianalisis berdasarkan perbedaan derajat desentralisasi itu

dalam rangka memaksimumkan pertumbuhan. Sementara Lin dan Liu (2000) dan

Thieβen (2003) memilih pendekatan lain yaitu dengan mengikuti Mankiw, Romer

dan Weil dan perluasan pendekatan mereka mengadopsi model pertumbuhan

ekonomi Solow dengan memperkenalkan variabel desentralisasi fiskal sebagai

variabel penjelas.

Pemikiran tentang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan  pertumbuhan

ekonomi juga dikembangkan oleh Prud’Homme (1995) yang meyakini bahwa

desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi

daerah di masa datang. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pengeluaran publik

terutama penyediaan infrastuktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan

oleh pemerintah daerah karena mereka akan lebih mengetahui apa yang menjadi

keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Prud’Homme (2003) menyatakan

empat area yang menjadi dampak utama dari pelaksanaan desentralisasi fiskal

yaitu effisiensi ekonomi, kestabilan ekonomi makro, keadilan interpersonal dan

interregional, dan efisiensi politik.
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F. Prosedur Analisis Data Panel

Menurut Agus Widarjono (2009), ada beberapa keuntungan yang diperoleh

dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan

dua data time series dan cross-section mampu menyediakan data yang lebih

banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua,

menggabungkan informasi dari data time-series dan cross-section dapat mengatasi

masalah yang timbul ketika adalah masalah penghilangan variabel (omitted-

variabel).

Selain itu, Menurut Gujarati (2003) ada beberapa keuntungan-keuntungan dari

data panel yaitu:

a. Pertama, panel data mampu  memperhitungkan  heterogenitas individu

secara eksplisit dengan  mengizinkan  variabel spesifik individu.

Kemampuan  mengontrol heterogenitas individu  ini, pada gilirannya

menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun

model perilaku yang lebih komples.

b. Kedua, jika efek spesifik signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas

lainnya, penggunaan panel data akan mengurangi masalah ommited

variables secara substansial.

c. Ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang

berulang-ulang (time series), sehingga metode panel data cocok untuk

digunakan sebagai study of dynamic adjustment.

d. Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi padadata yang

lebih informatif, lebih variatif, kolinieritas antar variabel yang semakin
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berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (degree of freedom),

sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

Dalam analisis model data panel dikenal tiga pendekatan yang terdiri dari

Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Ketiga pendekatan yang

dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Common Effect

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya

dengan mengkombinasikan data time-series dan cross section. Dengan hanya

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu

maka bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel.

Metode ini dikenal dengan estimasi Common Effect. Dalam pendekatan ini tidak

memperhatikan dimensi individu maupun waktu.

2. Pendekatan Fixed Effect

Teknik model Fixed Effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep.

Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam data panel adalah dengan

memasukkan Dummy Variabel untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai

parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar waktu

(time-series). Pendekatan dengan memasukkan dummy variabel ini dikenal

dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variabel

(LSDV).
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3. Pendekatan Random Effect

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model Fixed Effect bertujuan untuk

mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga

membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang

pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan

menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal dengan metode random

effect. Didalam model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gang

guan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu.

1. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Panel Data

Dalam pembahasan teknik estimasi regresi data panel, ada tiga teknik yang bisa

digunakan yaitu dengan metode OLS (common), model Fixed Effect dan model

Random Effect. Metode Fixed Effect dan metode Random Effect lebih baik

daripada metode OLS. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan, yaitu : (1)

tentang ada tidaknya korelasi antara error terms eit dan variabel independen X.

Jika diasumsikan terjadi korelasi antara eit dan variabel independen X maka model

Random Effect lebih tepat. Sebaliknya jika tidak ada korelasi antara eit dan

variabel independen X maka model Fixed Effect yang lebih tepat; (2) Berkaitan

dengan jumlah sampel di dalam penelitian. Jika sampel yang diambil adalah

hanya sebagian kecil dari populasi maka akan didapatkan error terms eit yang

bersifat random sehingga model Random Effect lebih tepat (dalam Agus

Widarjono, 2009).

Uji secara formal dikembangkan oleh Hausman. Hausman telah mengembangkan

suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan metode Fixed Effect atau
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Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa LSDV di dalam

metode Fixed Effect dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien,

di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu

uji hipotesisnya nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji

Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.

Estimasi Model Regresi Panel Data Menggunakan Variabel Dummy

Gurajati (2003) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data dengan

pendekatan fixed effect tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep,

koefisien slope dan error term, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu :

a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu

(time) dan ruang (space) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu

dan individu.

b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.

c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.

d. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.

e. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu.

Dalam penelitian ini pengaruh desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan

ekonomi kabupaten/kota  di Provinsi Lampung periode  2010-2014 digunakan

asumsi FEM yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi

antar individu. Dalam hal ini, intersep dari masing-masing individu diasumsikan

memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh

masing-masing individu. Bentuk model fixed effect adalah dengan memasukkan
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variabel dummy digunakan untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika variabel

dummy digunakan untuk mengestimasi fixed effect, maka persamaan tersebut

disebut sebagai Least Square Dummy Variabel (LSDV)
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G. Tinjauan Empiris

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Empiris

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Hadi Sasana (2009) Peran Desentralisasi

Fiskal terhadap Kinerja
Ekonomi di Kabupaten
dan kota Provinsi Jawa
Tengah

(1) desentralisasi fiskal memiliki
pengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi;
(2) Pertumbuhan ekonomi
memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat
pengangguran; (3) Pertumbuhan
ekonomi memiliki efek negatif
dan signifikan terhadap
kemiskinan; (4) Pertumbuhan
ekonomi memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan; (5) Tingkat
pengangguran mempunyai
pengaruh negatif dan signifikan
terhadap kesejahteraan; dan (6)
Kemiskinan memiliki efek negatif
dan signifikan terhadap
kesejahteraan di kabupaten / kota
Provinsi Jawa Tengah

2 Sugeng Hadi
Utomo dan Hadi
Sumarsono (2009)

Dampak Kebijakan
Desentralisasi Fiskal
terhadap Efisiensi
Sektor
Publik dan Pertumbuhan
Ekonomi di Jawa Timur

(1) Desentralisasi fiskal dari aspek
pengeluaran berpengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi; (2) Desentralisasi fiskal
dari aspek pengeluaran
berpengaruh positif signifikan
terhadap inefisiensi pengeluaran
publik; dan (3) Inefisiensi
pengeluaran publik berpengaruh
negatif signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.

3 Priyo Hari Adi
(2003)

Dampak Desentralisasi
Fiskal Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Jawa-Bali

Pelaksanaan desentralisasi fiskal
Terbukti meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah.
Daerah lebih peka terhadap
kebutuhan dan kekuatan ekonomi
lokal. Temuan ini sejalan Lin dan
Liu (2000) yang menunjukkan
bahwa desentralisasi fiskal
mempunyai hubungan positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Namun demikian hasil
penelitian ini menunjukkan tidak
semua daerah benar-benar siap
memasuki desentralisasi fiskal.
Data awal menunjukkan ada 46%
daerah yang pertumbuhan
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ekonomi maupun pendapatan per
kapitanya dibawah rata-rata.
Faktor inilah yang diindikasikan
sebagai alasan terjadinya
perbedaan pertumbuhan ekonomi
yang positif antar daerah setelah
memasuki era desentralisasi
fiskal.

4 Muhammad Arief
Dirgantoro
S. Mangkuprawira
H. H. Siregar
B. M. Sinaga
(2005)

Dampak Kebijakan
Desentralisasi Fiskal
Terhadap Transformasi
Ekonomi Di Provinsi
Jawa Barat

Selama berlangsungnya proses
pembangunan, provinsi Jawa
Barat mengalami transformasi
struktur ekonomi dan tenaga
kerja. Hal ini sejalan dengan
pendapat yang menyatakan bahwa
selama berlangsungnya
pembangunan akan terjadi
transfprmasi Kontibusi output
sektor pertanian turun dan
kontribusi output sektor industri
pengolahan meningkat, sementara
kontribusi output sektor
lain realatif stabil. Pada saat
berlangsungnya transformasi
struktur ekonomi antara sektor
pertanian, industri pengolahan dan
sektor lainnya tidak secara
langsung diikuti oleh transformasi
struktur tenaga
kerja

5 Hadi Sasana (2010) Dampak Implementasi
Desentralisasi Fiskal
Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dan Stabilitas
Harga Di Provinsi
Indonesia

Desentralisasi fiskal mempunyai
arah positif terhadap laju
pertumbuhan ekonomi di daerah
provinsi di Indonesia tetapi
secara statistik tidak signifikan.
Dan Tenaga kerja berpengaruh
positif dan secara statistik
signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di daerah. Hasil ini
sesuai hipotesis dua yang
menyatakan bahwa tenaga kerja
berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di daerah
Provinsi di Indonesia.

6 Xie et all (1999) Fiscal Decentralization
and Economic Growth
in the United States

Belanja pemerintah daerah
telah mengurangi pertumbuhan
ekonomi meskipun pada tingkat
yang lemah. Dengan demikian
desentralisasi yang lebih jauh
dalam belanja publik akan
berbahaya
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III. METODE PENELITIAN

A.  Jenis dan Sumber Data

Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  runtut  waktu (time series)

dalam  bentuk  tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.   Besarnya APBD  pemerintah  Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun

2010-2014 yang bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan RI.

2.   Besarnya  PDRB  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

tahun 2010-2014, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Lampung.

B.  Batasan Variabel

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka di lakukan tahapan-

tahapan sebagai berikut:

a. PDRB dilihat berdasarkan nilai PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000

dalam jutaan rupiah yang di peroleh dari BPS Provinsi Lampung

b. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dicari dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :  DDF = X 100% ( dalam persen)
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Keterangan :
 DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 TPD = Total Penerimaan Daerah

c. Rasio Belenja Modal dapat diukur dengan mengunakan rasio antara belanja

modal dengan total belanja pemerintah mengunakan rumus sebagai berikut

RBM = BM X 100% (dalam persen)
TBP

Keterangan:

RBM =Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah
TBM =Total Belanja Modal
I =periode tahun
TBP =Total Belanja Pemerintah

Batasan variable yang digunakan dapat dilihat pada Table 5 menjelaskan definisi

nama variable,symbol variable,satuan pengukuran,periode runtun waktu dan

sumber data.

Tabel 5 Nama Variabel Penelitian, Simbol Variabel, Satuan Pengukuran,
Periode Runtun Waktu, dan Sumber Data.

Nama Variabel Simbol
Variabel

Satuan
Pengukuran

Periode
Runtun Waktu

Sumber
Data

Pembentukan
PDRB

Y
Juta Rupiah Tahunan BPS

Derajat
Desentralisasi

Fiskal

DDF
Persen Tahunan BPS

Rasio Belanja
Modal

RBM
Persen Tahunan BPS
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C. Model Estimasi

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

pembentukan PDRB kabupaten/kota di Propinsi Lampung, metode analisis yang

digunakan adalah analisis panel data sebagai alat pengolahan data,penelitian yang

akan diestimasi adalah:

Y = f( DDF,RBM)

Untuk memudahkan estimasi, maka fungsi dari persamaan di atas

ditransformasikan ke dalam persamaan regresi, sehingga didapat persamaan

sebagai berikut:

Yit = β0 + β1DDFit + β2RBMit + εit ……………….. (3.1)

Keterangan :
Y = PDRB (Jutaan Rupiah)
DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal (Persen)
RBM = Rasio Belanja Modal (Persen)
β0 = Intercept
β1.. β2 = Koefisien Variabel
ε = Error Term
i = Unit cross section kabupaten/kota
t = Tahun

D. Prosedur Analisis Data

1. Estimasi Model Regresi dengan Panel Data

Penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Pembentukan PDRB

di kabupaten/kota di Provinsi Lampung, menggunakan data time-series selama 4

(empat) tahun terakhir dari 2010-2014 dan data cross section sebanyak 14

kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kombinasi atau pooling menghasilkan

observasi dengan fungsi perasamaan data panelnya dapat dituliskan sebagai

berikut :
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Yit = β0 + β1DDFit + β2RBMit + eit ……………….. (3.2)

Keterangan:
Y = Pembentukan PDRB kabupaten/kota di Lampung
DDF = Derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Lampung
RBM = Rasio Belanja modal terhadap Total Belanja Pemerintah

kabupaten/kota di Lampung
β0 = intersep
β1, β2, = koefisien regresi variabel bebas
eit = komponen error di waktu t untuk unit cross section i
i = 1, 2, 3, …., 10 (data cross-section kabupaten/kota di Lampung)
t = 1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 20010-2014)

2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Estimasi data panel yang terdiri dari 3 macam metode yaitu Common Effect

(PLS), Fixed Effect (FEM), dan Random Effect (REM). Tentu dalam pengujian

diharuskan memilih permodelan yang terbaik. Maka terdapat dua cara pengujian

yang umum digunakan yaitu uji Chow dan uji Housman.

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih permodelan terbaik antara Pooled Least

Square (PLS) dan Fixed Effect (FEM). Caranya dengan melihat koefisien

determinasi (R2) dan nilai DW-statistics. Nilai yang tinggi dari dua pengujian

tersebut akan mengindikasikan pemilihan model terbaik, apakah menggunakan

metode Pooled Least Square (PLS) atau Fixed Effect (FEM).

Adapun hipotesis dari pengujian ini restricted F-Test yaitu :

H0 : Model PLS (restricted).........................menerima H0

Ha: Model Fixed Effect (unrestricted)........menolak H0

Uji Chow dirumuskan :
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CHOW =

Keterangan :

RRSS  = Restricted Residual Sum Square (Merupakan Sum of Square Residual

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode pooled least

square/common intercept)

URSS = Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode fixed effect)

N = Jumlah data cross section

T = Jumlah data time series

K =Jumlah variabel penjelas

b. Uji Housman

Pengujian Housman untuk memilih model FEM atau REM dalam estimasi data

panel. Hipotesis yang digunakan yaitu :

H0 : Model Random Effect........menerima H0

Ha: Model Fixed Effect menolak H0

Cara memilih model yang terbaik yaitu dengan melihat chi square statistic dengan

degree of freedom (df=k), dimana k adalah jumlah koefisien variabel yang

diestimasi. Jika pada pengujian menunjukkan hasilnya signifikan artinya menolak

H0 artinya metode yang dipilih adalah Fixed Effect dan sebaliknya jika tidak

signifikan maka model yang terbaik adalah Random Effect.
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3. Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik

kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui

keakuratan data. Uji Hipotesis dibagi menjadi beberapa pengujian diantaranya

yaitu uji f stastistik dan uji t.

a. Uji t-statistik (Uji Parsial)

Hipotesis yang digunakan dalam uji t yaitu keputusan yaitu :

1. Ha : β0 = 0 DDF tidak berpengaruh terhadap PDRB.
Ha :  β1 > 0 DDF berpengaruh positif terhadap PDRB.

2. H0 :  β2 = 0 RBM tidak berpengaruh terhadap PDRB.
H0 :  β2 > 0 RBM berpengaruh positif terhadap PDRB.

Kriteria pengambilan keputusan yaitu :

a. Jika t-statistik positif, t-statistik < t-tabel maka Ho diterima, sedangkan jika

t-statistik > t-tabel maka Ho ditolak.

b. Jika t-statistik negatif,

-t-statistik > - t-tabel maka Ho diterima, sedangkan jika - t-statistik < - t-tabel

maka Ho ditolak.

b. Uji F-statistik

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Hipotesis

yang digunakan dalam uji F yaitu :

1. H0 = β0 = 0 Semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap
PDRB.

2. Ha = β0 = 0 Semua variabel bebas berpengaruh terhadap PDRB.
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Kriteria pengambilan kesimpulan Jika F-satistik > F-tabel,maka Ho ditolak, Ha

diterima. Begitu juga sebaliknya Jika F-satistik < F-tabel, maka Ho diterima, Ha

ditolak,



V.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal terhadap Total

Belanja Pemerintah,secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

2. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pembentukan PDRB Lampung

secara statistik tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa peranan Desentralisasi

Fiskal terhadap perekonomian Lampung masih kurang berpengaruh terhadap

Pembentukan PDRB. Selama ini Pemerintah Daerah belum optimal dalam

menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan

nilai Derajat desentralisasi Fiskal.

3. Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Pembentukan PDRB Lampung secara

statistik positif dan signifikan. Berbeda dengan Derajat desentralisasi Fiskal,

perkembangan nilai realisasi Belanja Modal pemerintah juga mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya nilai dorongan belanja modal

pemerintah terhadap pembentukan PDRB provinsi Lampung, ternyata

berbanding terbalik dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi. Ini

menunjukan bahwa peranan Belanja modal oleh Pemerintah sangat penting
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B. Saran

Dari hasil studi empiris yang dilakukan maka ada beberapa saran dan kebijakan

yang kebijakan yang dapat diberikan untuk pihak-pihak yang terkait, yakni :

1. Untuk mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah

Daerah provinsi Lampung harus mampu menggali potensi sumber-sumber

Desentralisasi FIskal dengan terus meningkatkan basis pajak / retribusi daerah

yang belum tergali secara optimal dan melakukan pengawasan dalam

pelaksanaannya.

2. Untuk mewujudkan kemampuan daerah dalam berotonomi maka wewenang

daerah untuk memungut pajak (tax assiggnment) harus terus diadakan

perbaikan sistim dan prosedur pemungutan pajak. Hal ini berdasarkan pendapat

yang mengatakan local taxing power merupakan syarat cukup bagi

terwujudnya otonomi daerah yang luas, apalagi Propinsi Lampung memiliki

berbagai sumber daya perekonomian yang potensial untuk menjadi sumber

PAD.

3. Untuk meningkatkan kemampuan Provinsi Lampung dalam mendorong

Pertumbuhan Ekonomi, maka secara perlahan harus mulai mengurangi

ketergantungan akan dana dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan,

DBH, DAU dan DAK serta menjadikan PAD sebagai sumber motor penggerak

Pertumbuhan Ekonomi.
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